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GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

PENGGUNAAN DANA SISA LELANG DANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan program/kegiatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat
dana sisa lelang;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi program/kegiatan,
perlu memanfaatkan dana sisa lelang dimaksud,
dengan mekanisme penuangannya dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran SKPD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Penggunaan Dana Sisa Lelang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 55  Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);



12.

13,

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

-3-

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008
tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek
Ishak,M.M, M.Si dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd
sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan
Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 06 Tahun 2008 Nomor 02);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor

37);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN DANA

SISA LELANG DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kaltim selaku
pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah APBD Provinsi Kalimantan Timur.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kaltim selaku pengguna
anggaran/barang.

Dana Sisa Lelang adalah dana yang bersumber dari hasil selisih nilai
kontrak dengan pagu anggaran pada program/kegiatan Dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai landasan bagi
Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menggunakan Anggaran dan Dana Sisa
Lelang dengan tujuan optimalisasi penggunaan dana Kegiatan yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(1)

Pasal 3

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat
pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan
dalam Dokumen Kontrak, PA/KPA bersama Penyedia Barang/Jasa
dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum
dalam Kontrak;
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b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; dan

c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan
lapangan; atau mengubah jadwal pelaksanaan.

(2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk
pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian
pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan
Lump Sum dan Harga Satuan, dengan ketentuan :

a. tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum
dalam perjanjian/Kontrak awal;

b. tersedia anggaran yang bersumber dari Dana Sisa Lelang kegiatan
yang bersangkutan;

menyesuaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran apabila dibutuhkan;

o

d. Keluaran (output) atas pekerjaannya belum tercapai; dan
Dana Sisa Lelang dapat digunakan untuk kegiatan infrastruktur :

1) jalan
2) jembatan
3) drainase
4) pelabuhan
5) bandara
6) telekomunikasi
7) bangunan
8) irigasi
9) bendungan
f.  Selain kegiatan Infrastruktur diatas harus mendapatkan persetujuan
dari Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1) Penggunaan Dana Sisa Lelang diatas 10% dilakukan dengan proses
pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
atas persetujuan Sekretaris Daerah.

(3) Menyesuaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran apabila dibutuhkan.

Pasal 5

Pelaksanaan rencana program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Mei 2013
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Mei 2013

PLT. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 21.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BJRO HUKUM,

H. SK_J&OTO, S.H.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19620527 198503 1 006



